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Menimbang

SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPAI,A DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

bahwa pemilihan, pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Desa yang taat asas
sangat penting dan menentukan penerimaan
dan pengaluan masyarakat terhadap Kepala
Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan sebagai pemimpin masyarakat dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan
masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat
dalam mewujudkan kesej ahteraan masyarakat;
bahwa pengaturan Pemilihan Kepala Desa di
Daerah saat ini sudah tidak sesuai dengan
dinamika perkembangan peraturan perundang-
undangan dan kebutuhan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
masih mengacu pada Peraturan Bupati dan
terdapat kekurangan serta belum dapat
menampung perkembangan kebutuhan yang
te{adi dalam pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Desa;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum
penyesuaian pengaturan pemilihan kepala desa
serta untuk menaikkan jenis pengaturan dan
menampung kekurangan sesuai perkem bangan
kebutuhan yang terjadi pada pengangkatan
dan pemberhentian Kepala Desa maka
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor

a.

b.

c.
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3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa;

Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 179, Tambahan [rmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
I I Tahun 2OO0 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor4l, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
632t1;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor ll2 Tahun 2Ol4
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor l22ll;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82
Tahun 2Ol5 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor1227);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN MOROWALI

dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN
PENGKATAN
DESA.

DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Ledonesia.

2. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai
wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari
pemerintah dan pemerintah daerah.

3. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil
yang diangkat oleh Bupati untuk melalsanakan tugas, hak
dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun
waktu tertentu.

4. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan
masyarakat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupa.ten adalah panitia
pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam
mendukung pelaksanaan pemilihan Kepela pgsa.

7. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya
disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh
Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah yang
bersifat mandiri dan tidak memihak untuk mengawasi
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
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8. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal
Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri
pada pemilihan kepala desa.

9. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang
telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang
berhak dipilih menjadi kepala desa.

10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan
kepala desa.

11. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam
pemilihan kepala desa.

12. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk
menentukan sikap pemilihannya.

13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS
adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar
Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah
diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta
ditambah dengan pemilih baru.

14. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan
belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah
pemilih dalam pemilihan kepala desa.

16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa yang
memenuhi syarat.

17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan baik dari segr administrasi maupun seleksi
tambahan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon
Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka
mendapatkan dukungan.

l9.Tempat Pemugutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

20. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan
lingkungan ke{a pelaksanaan pemerintahan desa.

21. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusEln
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

22. PemeintahDesa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat desa sebagaiunsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
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23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat BPD
adalah lembaga yang mel;aksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggaralanoleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

25. Tokoh masyarakat Desa adalah seseorang yang ditokohkan
oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh,
posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat
dilingkungannya yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh
pemuda dan tokoh perempuan.

26. Lembaga kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi
masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam
perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,
serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

27. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya berdasarkan bulcti permulaan patut diduga
sebagai pelaku tindak pidana.

28. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa
dan diadili di pengadilan.

29. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
desa.

32. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa
yang bersifat konkrit, individual, dan frnal.

33. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat
lembaga dan final.

34. Bulan adalah bulan dalam kalender masehi.
35. Hari adalah hari ke4'a.
36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki syarat
tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
mendukung jabatan pemerintahan.

37. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
38. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

39. PerangkatDaerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara:rn
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.

40. Bupati adalah Bupati Morowali.
41. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah ke{a

Kecarnatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Pemilihan Kepala Desa;
b. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu ka-li

atau dapatbergelombang;
c. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar wal<tu melalui

Musyawarah Desa;
d. keberatan dan mekanisme penga.duan dan penyelesaian

sengketa;
e. Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS sebagai Calon Kepala

Desa
f. masa jabatan, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan

Kepala Desa;
g. pemberhentian Kepala Desa;
h. laporan Kepala Desa;
i. pembiayaan; dan
j. pembinaanKepa.laDesa.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3
Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan 2 (dua) cara sebaga:i
berikut:
a. PemilihanKepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali

atau dapat bergelombang; dan
b. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 4
Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
Pemilihan Kepala Desa bersifat:
a. langsung;
b. umum;
c. bebas;
d. rahasia,

(1)
(2t



8

e. jujur; dan
f. adil.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

SATU KALI ATAU DAPATBERGELOMBANG

Bagian Kesatu
Pertimbangan Pemilihan, Interval Waktu

dan Tahapan Pemilihan
Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebaga.imana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a diLalsanakan pa.da Hari yang sama di
seluruh Desa pa.da wilayah Daerah.

Pasal 6
(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan
mempertimbangkan :

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa di wilayah Daerah;

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan PNS dilingkungan PemerintahDaerah yang

memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2) Pemilihan Kepa1a Desa secara bergelombang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga)
kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Ketentual mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa
secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7
Pemilihan Kepala Desa secara bergelombangdilaksanakan melalui
tahapan sebagai berikut:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungrrtan suara; dan
d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan
Pasal 8

(l) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa
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mengenai akan berakhimya masa jabatan Kepala Desa secara
tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(21 Paling lambat 3O (tiga puluh) Hari setelah menerima
pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib menyampaikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa
jabatan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati
menunjuk Penjabat Kepala Desa .

(21 Penjabat Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang
memahami bidang kepemimpinan dan telceis pemerintahan.

(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
diusulkan oleh Camat.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10
(l) BPD membentuk PPKD seczra musyawarah untuk

melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

l2l Pembentukan PPKD ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu
paling lambat l0 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir
masa jabatan.

(3) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui
Camat.

(4) Apabila lebih dari 20 (dua puluh hari) setelah pemberitahuan
alhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimalsud pada
ayat (21, BPD belum menetapkan PPKD, Camat memfasilitasi
pembentukan PPKD.

(5) Susunan PPKDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris;
d. bendahara; dan
e. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(6) PPKD sebag4imana dimaksud pada ayat (5) berjumlah paling
rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) orang
yang terdiri atas unsur :

a. Perangkat Desa;
b. lembaga kemasyarakatan Desa;
c. tokoh masyarakat Desa; dan

l7l PPKD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib
mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari
unsur yang sama.
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(8) Susunan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
Format Keputusan Pimpinan BPD tentang PPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam La.mpiran I yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

(e)

Pasal 11
(1) PPKD mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan ;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada
Bupati melalui Camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi

persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan

TPS;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suaradan

mengumumkan hasil pemilihan ;

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan peLaporan pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(21 Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), PPKDbersifat mandiri dan tidak memihak serta menjamin
terlaksananya proses Pemilihan Kepala Desa dengan aman,
tertib dan demokratis.

Pasal 12
(1) PPKD mengajukan usulan rencana biaya Pemilihan Kepala

Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga
puluh) Hari setelah terbentuknya PPKD.

(21 Bupati memberikan persetujuan rencana biaya Pemilihan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dafam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)Hari sejak
dia_jukan oleh PPKD.

Paragraf 3
Panitia Pengawas

Pasal 13
(1) BPD membentuk Panitia Pengawas.
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(2)

(3)

(4t

(s)

(6)

Pembentukan Panitia Pengawassebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan musyawarah.
Panitia Pengawassebagaimsn6 dimaksud pada ayat (1)
bersifat mandiri dan tidak memihak.
Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beg'umlah paling rendah 5 (Iima) orang dan paling tinggi 7
(tduh) orang yang terdiri atas unsur :

a. tokoh masyarakat;
b. Iembaga adat Desa;
c. tokoh agama; dan
Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
Format Keputusan Pimpinan BPD tentang Panitia
Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran II dan merupalan bagran yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(71

Pasal 14
Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
mempunyai tugas :

a. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
b. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
c. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa

dan/ atau pendukungnya;
d. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan

mengambil tangkah yang diperlukan untuk kelancaran
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

e. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPD;
f. memperingatkan Calon Kepala Desa dan/ atau pendukungnya

yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa;
g. memberhentikan Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
h. menyita, melepas dan mengamankanalat kampanye Calon

Kepata Desa yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan
Kepala Desa;

i. menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa;
j. memfasilitasi penyelesaian masalah yang te{adi dalam

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia
Pemilihan dengan Calon Kepala Desa; dan

k. meneruskan temuan dan laporan yang tidat< dapat
diselesaikan kepada Panitia Tingkat Kabupaten.

Pasal 15
Panitia Pengawas sebagairnns dimaksud dalam Pasal 14

berkewajiban:
a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
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b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
secara aktif;

c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan
pelanggaran perundang-undangan ;

d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada
masyarakat melalui BPD;

e. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas
pada akhir masa tugas.

Paragraf 4
Panitia Tingkat Kabupaten

Pasal 16
(1) Bupati membentuk Panitia Tingkat Kabupaten.
(21 Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan tingkat Daerah;

b. melakukan bimbingan telcris pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa terhadap PPKD;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan

kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan

perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan

Kepala Desa tingkat Daerah;
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi
kepada Bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan.

(3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan
kepada Desa.

(4) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penugasan
kepada Desa sebaga.imana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Bupati.

P"rr"op"r, 
PffiflTi*ilih 

retap
Pasal 17

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai
Pemilih.
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(21 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga Negara Republik Indonesia;
b. pada hari pemungutansuaraPemilihan Kepala Desa sudah

berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah
dibuktikan dengan al<ta lahir atau sejenisnya atau
sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan akta
nikah atau surat keterangan lainnya;

c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
e. berdomisili diDesa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum

disahkannya DPS yang dibulctikan dengan Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang
dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan; dan

f. bukan anggotaTNI/POLRI.
(3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih temyata tidak lagi

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
dapat menggunakan hak pilih.

( 1)

Pasal 18
Da-ftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data
penduduk di Desa.
Pemuktatriran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
karena:
a. memenuhi syarat usia Pemilih, yangsampaidengan

haridantanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belumberumurlT (tujuh belas) tahun tetapi sudah / pernah
menikah;

c. telahmeninggaldunia;
d. pindah domisili ke desa lain; atau
e. belum terdaftar.
Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PanitiaPemilihan menyusun d6n mgnsrapkan DPS.
Format DPS sebagaimana dikmaksud pada ayat (3), tercantum
dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(21

(3)

(4)

Pasal 19
DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), diumumkan
oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat yang mudah dijangkau
masyarakat dalam jang|<a waktu selama 3(tiga) hari.
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Pasal 20
(l) Dalam jangka walrhrsetragaimana dimaksud dalam Pasal 19,

Pemilih atau anggotakeluarganya dapat mengajukan usul
perbaikan mengenai penulisannama dan/atau identitas
lainnya.

(21 Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l),Pemilih atau anggota keluargadapatmemberikaninformasi
meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa yang

bersangkutan;
c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur l7(tujuh

belas) tahun; dan/atau
d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi

syarat sebagai Pemilih.
(3) Dalam hal perbaikan dan informasi mengenai penulisannama

dan/ atau identitas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)danayat (21 diterima, Panitia Pemilihan Desa segera
mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 21
(1) Pemilih atau keluarganya yang belum terdaftar, secara aktif

melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui kepala
dusun.

(21 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai
Daftar Pemilih Tambahan.

(3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) ditaksanakan paling lambat 3 (tige) Hari.

(41 Format Da-ftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam ta.mpiran VI dan merupa-kan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(l)
PasJ22

Da-ftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPKD pada tempat
yang mudah dfiangkau oleh masyarakat.
Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3
(tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka walrtu
penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 23
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang
sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
DPT sebagaimala dimaksud pada ayat (1), diumumkan
ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh
masyarakat.
Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pa.da
ayat (2) seLama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka

(2)

( 1)

(2)

(3)
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waktu penJrusunan DPT.
(4) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam I^ampiran MI dan mempakan baglan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24
(1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKDmenyusun

salinan DPT untuk TPS.
(21 Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap digunakan sebagai bahan

penJrusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan
pemilihan.

(3) DPT yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah,
kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan
membubuhkan catatan dalam DPI pada kolom keterangan
.meninegal dunia".

(4) Format rekapitulasi DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dahm f^ampiran VIII dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pencalonan

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

Paragraf 1

Pengumuman dan Penda-ftaran Bakal Calon
Pasal 25

PPKD mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Kepala
Desa.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pendaftaran
dibuka.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21

memberikan informasi mengenai tanggal, tempat, persyaratan
dan waktu pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon.
Jangka waktu pengumuman dan pelaksanaan pendaftaran
Bakal Calonyalmi paling lama 9 (sembilan) Hari.
Format pengumuman sebaga.imana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26
(1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Malla Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
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memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada
saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat s(lima)
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

j. berbadan sehat;
k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali

masa jabatan;
l. berkelakuan baik;
m. bagl Calon Kepala Desa yang berasal dari mantan Kepala

Desa yang telah berakhir masa jabatan pertama atau
kedua tidak menyampaikan laporan penyelenggar€ran
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatannya kepada
Bupati; dan

n. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala
Desa.

(21 Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf n meliputi :

a. surat permohonan ditulis tangan dengan tinta hitam diatas
kertas bermaterai;

b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel
atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai
Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan kepa.da Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai
cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. foto copy ljazah formal dari tingkat dasar sampai dengan
ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang
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berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang bagr yang tidak dapat
menunjukkan ljazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;

e. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang atau keterangan Lahir asli dari Kepala Desa;

f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari
Rumah Sakit Umum Daerah;

C. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan

tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak
pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima)
tahun;

i. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan
tidak sedang dicabut hak pilihnya;

j. membuat daftar riwayat hidup;
k. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa

yang dibuat diatas kertas bermaterai;
1. foto copy kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga yang

masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang
berwenang;

m. pas photo berwama terbaru yang jumlah dan ukurannya
ditentukan oleh PPKD;

n. surat keterangan dari Camat atas nama Bupati, yang
menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah
menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan;

o. surat pemyataan diatas kertas bermaterai dari yang
bersangkutan bahwa belum pemah menjabat sebagai
Kepala Desa seLama 3 (tigd kafi masa jabatan;

p. surat keterangan dari Camat atas nama Bupati yang
menerangkan telah menyampa..ikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa
jabatan;

q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses
pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;

r. surat pemyataan siap menerima dan mengakui hasil
proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh
tanggungiawab diatas kertas bermaterai;

s. surat pemyatan tidak akan melakukan politik uang di atas
kertas bermaterai;

t. surat pemyataan tidak menggunakan isu suku, agama dan
ras;

u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal
Calon;

v. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon
Kepala Desa yang berstatus PNS; dan

w. surat pengunduran diri bagi pimpinan dan anggota BPD.
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Paragraf 5
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 27
(1) PPKD melakukan penjaringan Bakal Calondengan cara :

a. mengumumkan/mensosielisasikan pelaksanaan Pemithan
Kepala Desa kepada masyarakat Desa; dan

b. menerima penda-ftaran Balal Calon.
(21 Penjaringan Bakal Calonsebaga.imana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka wakhr 9 (sembilan) Hari.
(3) Jumlah Bakal Calonhasil penjaringan paling rendah 2 (dua)

orang ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepa.da
masyarakat.

(41 Apabila sampai batas a1<hir waktu penjaringan ternyata Bakal
Calon kurang dari 2 (dua) orang, waktu penjaringan
diperpanjang 3 (tiga) Hari.

(5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap
kurang dan 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu

sglagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati
menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan
walchr yang ditetapkan kemudian.

Pasal 28
(1) Bakal Calon mengajukan surat permohonan mencalonkan diri

sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani, dan
bermaterai yang dibuat dalam rangkap 4 (empat).

(21 Surat permohonan sebaeaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Ketua PPKD dengan melampirkan
persyaratan 5gSagaiman2 dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21

dalam rangkap 2 (dua).
(3) Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

Paragral 6
Penyaringal, Penetapan dan Pengumuman

Calon Kepala Desa

Pasal 29
(1) PPKD melakukan penyaringan Bakal Calon melalui penelitian

kelengkapa.n dan keabsahan persyaratan administrasi disertai
klarifrkasi pada instansi tekait yang hasilnya ditetapkan dalam
Berita Acara Penyaringan Bakal Calon.

(2) Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 5 (tima)

orang.
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(3) Format Berita Acara Penyaringan Bakal Calon sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (l), tercantum dalam La.mpiran IV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan
Daerah ini.

Pasal 3O
(1) PPKD mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan

keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh
masukan.

(21 Masukanmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib diproses danditindaklanjuti PPKD.

Pasal 31
(1) Dalam hal Bakal Calon yang belum memenuhi persyaratan

jumlah orang, PPKDmelakukan penjaringan dan penyaringan
ulang selama 2O (dua puluh) Hari.

(21 Dalam hal Balal Calon yang memenuhi persyaratan tetap
kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan penjaringan dan
penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai
dengan waktu yang ditentukan kemudian.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebaga:imana dimaksud pada
ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati
mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dari Pemerintah
Daerah.

Pasal 32
(1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 lebih dari 5 (lima)

orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan
menggunakan kiteria meliputi :

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
b. tingkat pendidikan;
c. ujian tertulis;
d. usia; dan
e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupa.ti.

(21 Ujian tertulis setragai6611s dimaksud pada ayat (l) huruf c

diselenggarakan oleh Panitia Tingkat Ihbupaten.
(3) Ketentuan mengenai bobot nilai kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
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Pasal 33
(1) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan PPKD

berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Ca-lon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (ll.

(21 Calon Kepala Sgsa sefuagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang mengundurkan diri.

(3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat( l)diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34
(1) PPKD melakukan penyaringan, penetapan dan pengumuman

nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 20
(dua puluh) Hari.

(2) Jang[a waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bag penjaringan dan penyaringan ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (l).

Paragrat 7
Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 35
(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan

nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia
Pemilihan Desa.

(21 Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan l(satu) Hari setelah
penetapan calon Kepala Desa dan dihadiri oleh para calon
Kepala Desa atau diwakili berdasarkan mandat dari ca-Ion
kepala desa.

(3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam
Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.

(41 PPKD mengumumkan melalui media masa dan/atau papan
pengumurnan tentang nama calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal
ditetapkan.

(5) Pengumuman tentang nama calon Kepala Desa oleh PPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat frnal dan
mengikat.

(6) Format Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(1)
(2t

Pasal 36
PPKD menetapkan jadwal kampanye Calon Kepala Desa.
Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa paling lama 3
(tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
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(3) Kampanye sebagaimana dimalsud padaayat(2) dapat
dilaksanakan melalui :

a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepa.da umum;
e. pemasangEm alat peraga di tempa.t kampanye dan di tempa.t

lain yang ditentukan oleh PPKD; dan
f. kegiatan l,ain yang tidak melanggar peraturan perundang-

undangan.

Pasal 37
(l) Kampanye dilaksanalan oleh Calon Kepala Desa dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. kampanye dilaksanalan 3 (tiga) hari setelah pengumuman
penetapan Calon Kepala Desa;

b. kampanye dilaksanakan dengan pernasangan tanda gambar
Calon Kepala Desa atau p€nyebaran bahan kampanye
kepada umum atau pemasangan alat peraga, dan
kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas;

c. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa di
lingkungan Balai Desa dan TPS dilakukan oleh PPKD;

d. materi kampa.nye dialog/ tatap muka/pertemuan terbatas
berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan;

e. tempat pelaksanaan kampanye dialog/tatap
muka/pertemuan terbatas ditentukan oleh PPKD; dan

f. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye
dialog/tatap muka/ pertemuan terbatas diatur melalui
undian oleh PPKD.

(21 Pelaksana kampanye dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta-hun
1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau
Calon Kepala Desa lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorang€rn atau
masyarakat;

e. mengganggu keamanan, ketenteramal, dan ketertiban
umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepa.da seseorang,
sekelompok anggota masyarakat, dan/atau menghilangkan
alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;

g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
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tempat pendidikan;
h. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut

Calon Kepa.Ia Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut
Calon KepaLa Desa yang bersangkutan;

i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta kampanye;

j. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-
arakan dan konvoi kendaraan bermotor; dan

k. tidak dibenarkan menyertakan gambar pejabat negara atau
pajabat daerah pada alat praga kampanye.

(3) pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang
mengikutsertakan:
a. kepala desa;
b. perangkat desa; dan/atau
c. anggota BPD.

(41 Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar

larangan wal,aupun belum te{adi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya

pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan
gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar
ke wil,ayah l,ain.

(5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan oleh Panitia Pengawas secara musyawarah yang
dihadiri oleh 213 (dua per tiga) dari jumlah Panitia Pengawas.

Paragraf 8
Masa Tenang

Pasal 38
(1) Masa tenang Pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(21 Masa tenang sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) PPKD

berkewajiban membersihkan seluruh alat peraga kampanye.
(3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempa.t
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Tempa.t Pemungutan Suara
Pasal 39

(U Penempatan TPS berada di tempat umum atau keramaian
dalam wilayah administrasi Desa.

l2l Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana



23

dimaksud pa.da ayat (1) ditetapkan oleh PPKD.
(3) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah Pemilih dengan

ketentuan 1 (satu) TPS pafing rendah 300 (tiga ratus) Pemilih
dan paling tinggi 600 (enam ratus) Pemilih.

(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat {l) ditentukan lokasinya
ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang
cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan
suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.

Pasal 4O
Ketentuan mengenai tata cara pengadaan bahan, jumlah,
bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara,
kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pangraf 2
Pengumuman

Pasal 41
(1) PPKD mengumumkan lokasi dan walrtu pelaksanaan

pemungutan suara kepada masyarakat di tiap TPSI dan di
tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.

l2l PPKD menyampail€n surat undangan kepada penduduk desa
yang telah terdaftar sebagai Pemilih disertai tanda bukti
penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

(3) Apabila penduduk desa yang telah terda-ftar dalam daftar
Pemilih tetapi sampai dengan waktu pemungutan suara
dilaksanakan belum mendapat undangan, penduduk yang
bersangkutan dapat menghubungi PPKD untuk mendapatkan
undangan.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 42
Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.30 WITA
sampai dengan pukul 14.O0 WITA.
Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepa.da I (satu)
Calon Kepa1a Desa dan tidak boleh diwakilkan.
Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan
dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat
suara.
Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara
dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh PPKD.

(1)

(2t

(3)

(4)
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Pasal 43
(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai

halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS
dapat dibantu oleh PPKD atau orang lain atas permintaan
Pemilih.

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewqjiban
merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44
Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sait atau sejenisnya,
yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak
mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau
peke{a lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di
TPS khusus.

Pasal 45
(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD

melakukan kegiatan:
a. pembukaan kotak suara dan memperlihatkannya kepada

para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong
serta menutupnya kembali, mengunci, dan menyegel
dengan menggunakan kertas yang diberi stempel PPKD;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifikasian jenis dokumen atau peralatan;
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan

peralatan; dan
e. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan

suara.
(21 Kegiatan PPKDsebagaimana dimaksud pada ayat (l)dapat

dihadiri oleh saksidari Calon Kepala Desa, BPD, Panitia
Pengawas dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan PPKDsebagaimana dimaksud pada ayat (l)dituangkan
dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua PPKD dan
paling kurang 2 (dua)orang anggota panitia pemilihan serta
dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

(4) Format Berita Acara Pembukaan dan Pengeluaran Isi Kotak
Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Format Berita Acara Pengidentifikasian Setiap Jenis Dokumen
dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan huruf d tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46
(1) P6milih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan
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surat undangan yang dimiliki.
(21 Apabilasurat suara dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih

berhak mendapa.t suratsuara baru setelah menyerahkan
surat suara yang cacat atau rusak kepada PPKD.

(3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat
suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru
kepada PPKD.

(4) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya diperbolehkan 1 (satu) kafi
setelah diteliti oleh PPKD.

(5) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke
dalam kotak suErra yang disediakan dalam keadaan terlipat
seperti semula.

Pasal 47
(1) Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

a. surat suara ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris
PPKD;

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi
empat yang memuat satucalon;

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat
yang memuat nomor, foto, dan nalla calon yang
ditentukan;

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah
satu kotak segi empat y€rng memuat nomor, foto, dan
nama calon; atau

e. tandacoblos terdapat pada salah satu garis kotak segi
empat yang memuatnomor, foto, dan nama calon.

(2) Apa.bila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang
memuat tanda gambar Calon Kepala Desa sepanjang terdapat
tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada
garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar
Calon Kepala Desa, suara dinyatakan sah.

Pasal 48
(l) Pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa

dinyatakan sah apabila jumlah Pemilih yang hadir
menggunakan hak pilihnya paling rendah 2le (dlua per tiga)
dari jumlah seluruh Pemilih dalam DPT yang telah disahkan
oleh ketua PPKD.

(21 Dalam hal jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak
pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), waf<tu pelaksanaan pemungutan suara Calon
Kepala Desa diperpanjang 1 (satu) jam.

(3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) jumlah Pemilih yang hadir kurang dari 2/a(dua
per tiga) dari jurnlah seluruh Pemith dalam DPT yang telah
disahkan oleh ketua PPKD, pelaksanaan pemungutan suara
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Calon Kepala Desa dinyatakan sah.

Paragraf 4
Penghitungan Suara

(1)
Pasal 49

Penghitungan suara di TPS dilakukan oteh PPKDsetelah
pemungutan suaraberakhir.
Sebelum penghitungan suara sebegaimena dimaksud pada
ayat (1) dimulai, PPKDmenghitung:
a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan

salinan DPT untuk TPS;
b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
d. jumlahsurat suara yang dikembalikan oleh Pemilih

karena rusak atau keliru dicoblos.
Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan saksi yang
ditunjuk oleh Calon Kepala Desa serta dapat dihadiri dan
disaksikanBPD, Panitia Pengawas dan/atau masyarakat
setempat.
Saksi calon dalam penghitungan suara sebag,imana dimaksud
pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon
yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada
ketuaPPKD.
Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya
pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

(2t

(3)

(4)

(s)

Pasal 50
(1) Setelah penghitungan suara selesai PPKDmembuat Berita

Acara hasil penghitungan suara yangditandatangani
olehketuadan paling rendah 2 (dua) orang anggota Panitia
serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.

(21 Salinan Berita Acara hasilpenghitungan suara
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi
Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu)eksemplardan
menempelkan I (satu) eksemplar hasil penghitungan suara
ditempa.t umum.

(3) Berita Acara hasil penghitungan suara beserta
kelengkapannya sebaeaimana dimaksud pada ayat l2l,
dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan
dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar
ditempel label atau segel.

(41 Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara,
suratsuara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan
dan penghitungErn suara kepada BPD segera setelah selesai
penghitungan suara.

(5) Format Berita Acara selagaimanz dimaksud pada ayat (l)
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tercantum dalam la.mpiran XII dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Penentuan Calon Kepa.la Desa Dengan

Suara Terbanyak Sama
Pasal 5l

(1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari
jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa
terpilih.

(2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan
berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yarrg lebih luas
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan
peraturan bupati.

Pasal 52
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS,
disimpan di Ikntor Desa atau di tempat lain yang terjamin
keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan
Paragraf 1

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 53
(1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan

PPKD.
(2) Keputusan penetapan nama calon Kepala Desa terpilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala
Desa Terpilih.

(3) BPD paling lar:ra 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan
penetapan PPKDsebagaimana dimaksud pada ayat (21

menyampaikan namaCalon Kepala Desa Terpilih kepada
Bupati melalui Camat.

(4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak menyampaikan keputusan penetapan
nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, Camat
menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih untuk
disahkan.

(5) Bupati menetapkan pengesahandan pengangkatan Kepala
Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari
terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil
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pemilihan dari BPD dalam bentuk Keputusan Bupati.

Paragnl 2
Calon Kepala Desa Terpilih Berhalangan

Sebelum Pelantikan

Pasal 54
(1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia,

berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan
yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih
dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari
Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

(21 Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai
dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung
secara bergelombang dan/ atau seremtak.

Pasal 55
(1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka

dan diancam dengal pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik
sebagai Kepala Desa.

(21 Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka
dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum
pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa
dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan
sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala
Desa.

(3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa
dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum
pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa
dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan
sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala
Desa.

(4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana
dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon
terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada
kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang
bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan
mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat
Kepala Desa.

(5) Calon Kepala Desa terpith sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat
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pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan
alasan yang dapat dibenarkan.

(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, ayat (3) dan ayat (4), paling tambat
14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

(71 Penjabat Kepala pssa sefaga imana dimaksud pada ayat (4)
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai
dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa
antar walrtu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 56
(1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang

bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama
menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan halnya sebagai PNS.

(21 PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima
haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa
dan pendapatan lainnya yang sah y€rng bersumber dari APB
Desa.

Paragraf 3
Pelantikan

Pasal 57

(1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala
Desa terpilihpalinglama 30(tiga puluh) Hari terhitung sejak
ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan
pengangkatanKepala Desa Terpilih.

12) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk secara
serentak.

(3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yalcri wakil Bupati atau Camat.

(1)
Pasal 58

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpiJih
mengucapkan sumpah /j anj i.
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :

'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanjibahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan
sebaik-bailmya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adihya; bahwa
saya akan selalu ta t dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa
saya akan menegakkan kehidupan demolcasi dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 serta
melaksanakan segda peraturan perundang-undangan dengan
selurus-lurusnya yang berlaku bagiDesa, Daerah, dan Negara

(2t



30

Kesatuan Republik b:donesia".

Pasal 59
Setelah pelantikan Kepala Desa,dilakukan serah terima jabatan
Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan Camat.

BAEI IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

MEL,ALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 6O
(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan

sisa masa jabatan lebih dari I (satu) tahun, Bupati
mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat
Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar
waktu hasil Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah pssa selageimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa
diberhentikan.

(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui
Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai
dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang
diberhentikan.

Pasal 6l
(1) BPD membentuk PPKD antar waktu.
(2) Pembentukan PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
(3) PPKD antar wal<tu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur

masyarakat.
(4) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya

disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
(5) PPKD antar waktu seba ga i s16112 dimaksud ayat (4)

bertanggungiawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 62
(1) Panitia pemilihan sslagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat

(3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon
antar waktu.

(2) Penyaringan Bakal Calon menjadi calon kepala Desa
ditetapkan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi
3 (tiga) orang calon.

(3) Dafam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia
melakukan seleksi tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:
a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
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b. tingkat pendidikan; dan/atau
c. persyaratan lain yang ditetapkEm Bupati.

(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2
(dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang walrtu
pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.

(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari
2 (dua) orang setelah perpanjangan wal,rtu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan
Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan
waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pemilihan
tahapan:

Pasal 63
Kepala Desa antar walctu dilaksanakan melalui

a.
b.
c.

persrapan;
pelaksanaan; dan
pelaporan.

Pasal 64
Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf
a meliputi:
a. pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama dalam

jangka waktu 15 (Iima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa
diberhentikan;

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban AEIP Desa oleh
panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
panitia terbentuk;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala
Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

d. pengumuman dan penda-ftaran Bakal Calon oleh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon
oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia
pemilihan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3
(tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah
Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih
dalam Musyawarah Desa.

Pasal 65
(1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

huruf b meliputi:
a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua

BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh
panitia pemilihan;
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b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh
Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau
melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia
pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui
mekanisme musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah
Desa;

d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia
pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan

e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
(2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c melibatlan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berasal dari:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok pera_jin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.
(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

k diwakili paling tinggi 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
(5) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD
dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah
penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan
dengan Keputusan BPD.

(6) Tahapan pelaksanaan Pemifihan Kepala Desa antar waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipersingkat dengan
mempertimbangkan efi siensi dan efektivitas.

(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kepala Desa antar waktu
dipersingkat 56lagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66
Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf
c meliputi:
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a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah
Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah
Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa
oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari
setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan
pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga
puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh)
Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan
calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67
(1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil

Musyawarah Desa kepada Bupati.
(2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
(3) Bupati wajib melantik calon Kepala . Desa terpilih sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEBERATAN DAN MEKANISME PENGADUAN

DAN PET.IYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 68
(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilhan Kepala Desa

hanya dapat diajukan oleh Calon Kepafa Desa kepada Bupati
melalui Camat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah
penetapan hasil pemilihan.

(21 Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), hanya
berkenaan dengaa hasil pengfuitungan suara yang
mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

(3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dengan
memperhatikan masukan dari PPKD, BPD, Camat, dan tim
yang dibentuk oleh Bupa.ti.

(4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3O (tiga puluh)
Hari sebelum pelantikan.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pa.da ayat (3)
bersifat final dan mengikat.

Pasal 69
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Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) masih terdapat
pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih,
pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan.

$agian Kedua
Mekanisme Penga.duan

Pasa1 7O
(l) Apabila diduga terjadi pelanggaran pada tahapan Pemilihan

Kepa.La Desa, diLaporkan kepa.da Panitia Pengawas oleh
masyarakat dan/atau Calon Kepa.la Desa.

(21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepadaPanitia Pengawas paling l,ambat 7 (tujuh) Hari sejak
te{adinya pelanggaran secaratertulis yang berisi :

a. nama dan alamat pelapor;
b. waktu dan tempat kejadian perkara;
c. nama dan alamat pelanggar;
d. nama dan alamat saksi; dan
e. uraian kejadian.

(U

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

Pasal 71
Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang
diterima.
PanitiaPengawas memutuskan untuk menindak lanjuti atau
tidak menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7O ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak laporan
diterima.
Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan
tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat
14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.
Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak
mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia
Pengawas.
Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur
pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (s),yang tela-h memperoleh putusan
Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
yang berakibat Calon Kepala Desa Terpilih tidak memenuhi
persyaratan di tindaklanjuti dengan pembatalan dan/atau
pemberhentian oleh Bupati tanpa usulan BPD.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa

PasaJT2
(1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 7l ayat (a) dilakukan melalui tahapan:
a. mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk di

musyawarahkan agar mencapai kesepakatan; dan
b. dalam hd tidak tercapa..i kesepakatan sebaga.imana huruf

a, Panitia Pengawas membuat keputusan.
(21 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lambat 14 (empat belas) hari sejak para pihak yang
bersengketa dipertemukan.

Pasal 73
Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAEI VI
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal74

(l) Kepala Desa yang al<an mencalonkan diri kembali wajib
mengajukan permohonan cuti kepa.da Bupati melalui Camat
sejak mendaftar sebagai Bakal Calon.

(21 Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti terhitung sejak
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai
denganselesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala
Desa Terpilih.

(3) Selama masa cuti sebagaimana di maksud padaayat(l),
Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa
untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

(4) Dafamhal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada
aya(l), SekretarisDesa melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Kepala Desa.

Pasal 75
(l) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan

Kepala Desa di beri cuti terhitung sejak yang bersangkutan
terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya
peLaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

(21 T\rgas Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap
oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil
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Pasal 76
(1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa

harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina
Kepegawaian.

(21 Dalam hal PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)terpilih
dan diangkat menjadi Kepala Desa, PNS yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatannya selamamenjadi
Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(3) PNSyang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan
tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yalg sah.

(4) PNSyang telah selesai melaksanakan tugasnyasebagai
Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 77
Dalamhal PNS yang berasal dari Sekretaris Desa yang mencalonkan
diri ddam Pemilihan Kepa1a Desa paling kurang telah
mengabdikan dirinya sebagai Perangkat Desa selama 1O (sepuluh)
tahun.

Paragral 4
Calon Kepala Desa dari Anggota Badan

Permu syawaratan Desa
Pasal 78

(1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam PemilihanKepala
Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai
Anggota BPDsebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia
Pemilihan Desa.

(21 Pengundurandiri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang
dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas
materai.

(3) Tugasanggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.

BAB VII
MASA JABATAN, TUGAS, WEWENANG, HAK,
KEWA.JIBAN DAN Lq.RANGAN KEPAI,A DESA

Bagian Kesatu
Masa Jabatan Kepala Desa
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(l)
Pasal 79

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan.
Kepala Desa seba8Fimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Ketentuan periodesasi masa jabatan sefagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku di se1uruh wilayah Indonesia.
Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih
melalui Musyawarah Desa.
Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis
masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap
telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

(2)

(3)

(4)

(s)

Bagian Kedua
Tfigas,Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 8O
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8l
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasat 80, Kepal,a Desa berwenang :

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset
desa;
menetapkan peraturan desa;
menetapkan APB Desa;
membina kehidupan masyarakat Desa;
membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
mengintegrasikannya agar mencapa:i perekonomian skala
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;
mengembangkan sumber pendapatan Desa;
mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa;
mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat
Desa;
memanfaatkan telmologi tepat guna;
menkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau

a.
b.
c.

d.
e.
f.

c.
h.

I
j

k.

l.
m
n.
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menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengarr
ketentuan peraturErn perundang-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(21 Dalam meLaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepafa Desa berhak :

a. mengusulkan strulrhrr organisasi dan tata kerja
Pemerin tahan Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
c. menerirra penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, darr

penerimaan lainnya yang sah, serta mendapa.t jaminan
kesehatan;

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebljakan yang
dil,aksanakan; dan

e. memberikan mandat peLaksanaan tuga.s dan kewajiban
lainnya kepada Perangkat Desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa.da ayat
(l), Kepala Desa berkewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan
Bhineka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban
masyarakat Desa;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. menaati dan menega-kkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan

gender;
f. meLaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang

akuntabel, transparan, profesional, efelrtif dan efisien,
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang
baik;

i. mengelola keuangan dan aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. mengembangkan perekonomiar masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat

Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan

di Desa;
o. mengembangfuan potensi sumber daya alam dan

melestarikan lingfuungan hidup; dan
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p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Larangan Kepala Desa

Pasal 82
(1) Kepala [ssa dilarang ;

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,

anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau

kewajibamya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau

golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat

Desa;
f. menjadi pengurus partai politik;
g. menjadi anggota atau pengurus partai terLarang;
h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD,

dan lembagakemasyarakatan di Desa bersangkutan,
merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Raliryat Daerah
Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan;

i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan
umum dan/atau pemilihan presiden dan/atau
pemilihankepala daerah;

j. melakukan kolusi,korupsi dan nepotisme, menerirna uzLng,
barang dan/ataujasadari pihak lain yang dapat
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;

k. melanggar sumpah/janji jabatan;
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja

berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat
dipertanggungi awabkan.

(2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
pa.da ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.

(3) Datam hal sanksi administrative sebagaimana dimalsud pada
ayat (21 tidak dilaksanakan, dilakukan tjndakan pemberhentian
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 83
(U KepaLa Desa yang tidak melaksanakan kewqjiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)dikenakan sanksi administrasi
berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

l2l Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 84
(1) Kepala Desa berhenti karena :

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

l2l Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimalsud pada ayat
(1) huruf c karena :

a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatJ<an
baik frsik maupun mental, tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan,

penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu)
Desa baru, atau penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/
atau

g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) l,aporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami
oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan tidak
lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf b serta ayat (21
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huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat
PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai
dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 86
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1

(satu) tahun karena diberhentikan selagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c,
huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupa.ti mengangkat PNS dari
Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan
terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui Musyawarah Desa.

Pasal 87
(l) Dalam hal terjadi kebljakan penundaan pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap
diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat
Kepala Desa .

(21 Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Pasal 88
(1) PNSyang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2)
paling rendah harus memahami bidang kepemimpinan dan
teknis pemerintahan.

(21 Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
melaksanalan tugas, wewenang, dan kewajiban serta
memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 89
(1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai

Kepal,a Desa dikembalikan kepa.da instansi induknya.
(21 Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapa.i batas

psia pensiun sebagai PNS di berhentikan dengan hormat
sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 90
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah
dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (tahun) berdasarkan register perkara dipengadilan.

Pasal 9l
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah
ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,
tindak pidana terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap
keamanan negara.

Pasal 92
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Kepala Desa yang diberhentikan sementara sslagaiman4 dimaksud
dalam Pasal 9O dan Pasal 91 diberhentikan oleh Bupati setelah
dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 93
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebegaimama

dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 9l setelah melalui proses
peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan
putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati
merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang
bersangkutan sebagai Kepala Desa sampa.i dengan akhir masa
jabatannya.

(21 Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa
jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala
Desa yang bersangkutan.

Pasal 94
(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91,
Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala
Desa sampai denganadanya putusan pengadilan yang teliah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(21 Dalam hal jabatan Sekretaris Desa kosong, pelaksanaan
tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh PNS
atau salah satu Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan
Bupati melalui usulan Camat.

Pasal 95
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 tidak lebih dari 1 (satu)
tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah
sebagar Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya
Kepala Desa.

(21 Penjabat Kepala Desa melaksanalan tugas, wewenang, hak
dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 dan Pasal 82.

Pasal 96
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 lebth dari 1 (satu)
tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerinta-h Daerah
sebagai Penjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepa1a Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1),

melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala



43

Desa sampa.i dengan ditetapkannya Kepala Desa.
(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih

melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan
sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 18.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksana}an paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa
diberhentikan.

(5) Kepa1a Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas
Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang
diberhentikan.

BAB Ix
I,APORAN KEPAI,A DESA

Pasal 97
Da-lam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya,
Kepala Desa wajib :

a. menyampaikanlaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
setiap alhir tahun anggaran kepada Bupati;

b. menyampaikan l^aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pada akhir masajabatan kepa.da Bupati;

c. menyampaikan laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran secara tertulis
kepada BPD; dan

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa
setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 98
(1) taporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a
disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat
secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran.

(2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. program, ke{a penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. program ke{a pelasanaan pembangunan;
d. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
e. program kerja pemberdayaan masyarakaq
f. peLaksanaan APB Desa;
g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi

dan upaya yang ditempuh; dan
h. penutup.

(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) huruf a
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memuat uraian tentang :

a. Tujuan penyusunan laporan;
b. Visi dan misi penyelenggaraan ; dan
c. Strategi dan kebijakan.

(4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian
tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang
Pemerintahan Desa dengan mengacu pa.da Rencana Kerja
Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(5) Program Ke{a pelaksanaan Pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang
Perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Bidang
Pembangunan Desa dengan mengacu pa.da Rencana Kerja
Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(6) Program Kerja Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang
Rencana dan Pelaksanaan Program Kemasyarakatan dengan
mengacu pa.da Rencana ke{a Pemerintahan Desa dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan
kewenangan Desa.

(7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (2) huruf c memuat uraian tentang
Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Ke{a
Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(8) Pelaksanaan APB Desa sebaga.imana dimaksud pada ayat (2)
huruf f memuat uraian tentang:
a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa.
b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelasanaan

Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Desa;
c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Desa.
2. B,elanja Desa, yang terdiri dari:

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b) Bidang Pembangu nan;
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e) BidangTakTerduga;
f) Jumlah Belanja; dan
g) Surplus/Defisit.

3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari :

a) Penerimaan Pembiayaan;
b) Pengeluaraan Pembiayaan; dan
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c) Selisih Pembiayaan.
d. Rincian APB Desa sebagaimana tercantum dalam ta.mpiran

)OII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan daerah ini.

(9) Keberhasilan yang dicapa.i, permaslahan yang dihadapi dan
upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf g memuat rincian tentang :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

(10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat
rnateri:
a. kesimpulan laporan;
b. penyampa.ian ucapan terima kasih; dan
c. sarErn dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

(11) f^aporan Penyelenggraraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan
dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir
bulan Desember.

(12) f^aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam t ampiran XIV yang merupakzm bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99
(1) la.poran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Ta-hun

Anggaran selagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1)

digunakan untuk bahan evaluasi.
(21 Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Bupati menetapkan kebiiakan baik berupa. pembinaan
maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undagan.

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (21 antara lain catatan
kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa
yang perlu dikembangkan, dan hal-hat yang perlu
disempurnakan.

Pasal 100
(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat
secara terhrlis pating Lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir
masa jabatan.

l2l Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
materi:
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a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa
jabatan; dan

b. rencana kegiatan dalam masa kurun walctu 5 (lima) bulan
sisa masa jabatan.

(3) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diiadikan dasar
penyusunan memori serah terima jabatan.

(4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa
jabatan sebagaimana dimal<sud pada ayat(l) digunakan
untuk bahal evaluasi.

(5) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (41 Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan
maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(6) Kebljakan sebagaimana dimaksud ayat (5) antara lain catatan
kine4'a dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa
yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu
disempurnakan.

Pasal 101
(1) La.poran keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa

akhir tahun anggElran sebagaiglsla dimaksud dalam Pasal 97
huruf c disampaikan oleh Kepala Desa kepa.da Badan
Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhir tahun anggaran.

(21 La.poran keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa
akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat materi yang merupakan langkah kebiiakan dalam
pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan
dengan peLaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) la.poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bahan
evaluasi.

(4) Berdasarkan bahan evaluasi sglagaimana dimaksud pada ayat
(3) BPD dapat :

a. membuat catatan tentang kinefa Kepala Desa;
b. meminta keteraagan atau inforrnasi;
c. menyatakan pendapat; dan
d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah

Desa.

Pasal 102
(1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapa.tlan informasi

dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

l2l Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud
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apada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau
menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa
kepada masyaxal<at Desa.

(3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling
trambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun angsaran melalui
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara
Lain:
a. Papan pengumuman;
b. Radio komunikasi; dan
c. Media informasi lainnya.

Pasal 103
(1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang

disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (3) dapat digunakan oleh masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau
tertulis secara bertanggungiawab.

(21 Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana
pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 104
Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dan Pemilihan Kepala
Desa antarwaktu dibebankan pa.da:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. APB Desa.

Pasal 105
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebaga.imana

dimaksud dalam Pasal 104 huruf a digunakan untuk
membiayai:
a. Pemilihan Kepata Desa secara bergelombang; dan
b. tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya

ditugaskan kepada Desa.
(2) APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b

digunakan untuk membiayaiPemilihan Kepala Desa antarwaktu.

BAB XI
PEMBINAAN KEPAI/, DESA

Pasal 106
(U Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan,

pendidikan dan pelatihan mengenai wewenang, tugas, fungsi
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dan kewajiban serta aspek lainnya yang berkenaan dengan
penyelenggaraan Pemerintahan DesakepadaKepala Desa
yang telah dilantik.

(21 Pembekalan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud pembinaan
terhadap Kepala Desa yang dilakukan secara terprogram dan
terpadu paling lambat I (satu) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan.

BABxI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107
Pada saat Peraturan Daerah mulai ini berlaku, Kepala Desa yang
dilantik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali
Nomor 3 Tahun 2Ol5 tentang Pemilihan Kepala Desa masih tetap
meliaksanakan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

Pasal 108
Pada saat Peraturan Daerah mulai ini berlaku, semua Peraturan
Bupa.ti yang mengatur mengenai Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa yang telah ada masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum dibentuk yang baru
menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2O15
Nomor 03, Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten Morowali
Nomor 0198) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.

Pasal 1l I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbarart
Daerah Kabupaten Morowali.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR I TAHUN2020

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPAI,A DESA

I. UMUM

Kepala Desa merupakan jabatan sentral di Desa mengingat
posisinya sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang sekaligus
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai
pemimpin masyarakat. Wibawa dan efektifnya seorang Kepala
Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan
masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat tidak bisa
mengabaikan faktor penerimaan dan pengakuan masyarakat
terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. Legitimasi Kepala
Desa yang kuat untuk menjalankan tugas, kewajiban dan
wewenangnya dalam mensejahterakan masyarakat Desa
seyoryanya terwujud dari produk pengaturan dan proses
pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang
sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-
undangan dan perkembangan kebutuhan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam kurun waktu kurang lebih 7 (tujuh) tahun
berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yalori sejak tanggal
13 April 2015, sudah ketinggalan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan
berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah
melaksanakan dan menyesu alkalr 2 (dua) hal, yalcei:
1. melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam

perkara Nomor \28/PUU-XII /2015, dimana dinyatakan
bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa dinyatalan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
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1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa; dan

2. menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan dan kebutuhan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kebijakan di Daerah berupa Peraturan Daerah yang
mengatur detil mengenai pengangkatan dan pemberhentian
Kepala Desa belum ada, selain Peraturan Bupati, padahal
kekurangan serta belum dapat menampung perkembangan
kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Desa akan menjadi kendala mendasar
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Materi muatan
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala, dan pada
peraturan perubahannya yalmi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor A2 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, seharusnya
menjadi satu paket kebljakan Daerah dalam satu Peraturan
Daerah yang tidak terpisahkan dengan pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberikan
kepastian hukum mengenai penyesuaian pengaturan pemilihan
Kepala Desa serta untuk menaikkan jenis pengaturan dan
menampung kekurangan sesuai perkembangan kebutuhan
yang teq'adi pada pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diganti
dengan penamaan: "Peraturan Daerah Kabupaten Morowali
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa."

Materi muatan Peraturan Daerah ini di samping
men€rmpung materi muatan yang masih sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan, juga telah
menyesuaikan dengan perubahan 2 (dua) Peraturan Menteri di
atas. Adapun materi muatan dimaksud sebagai berikut:
1. Pemilihan Kepala Desa;
2. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu

kali atau dapat bergelombang;
3. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui

Musyawarah Desa;
4. mekanisme pengaduan dan penyelesaien sengketa;



52

5. Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS sebagai Calon Kepala
Desa

6. masa jabatan, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan
Kepala Desa;

7. pemberhentian Kepala Desa;
8. laporan Kepala Desa;
9. pembiayaan; dan
10. pembinaan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "langsung" adalah
bebas memberikan suzrrzrnya tanpa
perantara.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "umum" adalah
bahwa setiap warga Desa yang memenuhi
persyaratan berhak ikut memilih dalam
pemithan Kepala Desa.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "bebas" adalah
bahwa setiap warga Desa berhak memilih/
menentukan pilihannya tanpa tekanan
dari siapapun.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "rahasia" adalah
suara pemilih dalam surat suara dijamin
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tidak diketahui pihak manapun dan
dengan cara apapun.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "jujuf adalah
bahwa dalam penyelen ggaraan pemilihan
Kepala Desa, pihak penyelenggara/
pelaksana Pemilihan Kepala Desa,
pengawas dan pemantau, Pemilih, dan
semua pihak yang terlibat secara tidak
langsung harus berLindak sesuai
peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "adil" adalah
bahwa setiap penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa, pemilih dan calon Kepala
Desa diperlakukan sarna, bebas dari
kecurangan pihak manapun.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jeLas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 1O

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
CukuP jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
CukuP jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
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Ayat (6)
Huruf a

Unsur Perangkat Desa yang diutamakan
menjadi anggota PPKD adalah Kepala
Urusan atau Kepala seksi yang bidang
tugasnya berkaitan dengan pemilihan
kepala desa.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "tokoh
masyarakat Desa' adalah tokoh
keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan,
dan tokoh masyarakat lainnya.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasa] 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jeLas.



Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 2O
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud
terkait" adalah
dan keabsahan
PPKD bersama
dinas/instansi
administrasi.

Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasa,l 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jeLas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 3O
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Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46



57

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 5O
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.



58

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup je1as.

Pasal 73
Cukup jelas.

PaseJ74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.
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Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jeLas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jeLas.

Pasal 9l
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.



60

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Ayat (l)

Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pembekalan, pendidikan dan pelatihan dalam
ketentuan ayat (21 ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas dan kompetensi Kepala
Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

L07
Cukup jelas.

108
Cukup jelas

109
Cukup jelas

110
Cukup jelas

111
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR.0360



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR STAHUN2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

PEMERINTAH KABUPATEN M OROWALI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DES4.......
KECAMATAN.............

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA............

NOMOR IBPDI 120...
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DES4............
KECAMATAN........

T4HUN............

Menimbang

Mengingat

BADAN PERMUSYAWARATAN DES4.......,

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun
2O2O tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa
Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan
keputusan Badan Perm usyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa......... Kecamatan tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa............
Kecamatan Tahun..............;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s49s);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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telah diubah beberapa. kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentarrg Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang PemiLihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor l22l);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun
2O2O tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepa1a Desa (tembaran
Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2O2O
Nomor.................);

MEMUTUSIGN:

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA...... KECAMATAN........ TAHUN

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan.... Tahun.... denga susunan keanggotaan
sebagaiamana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

panitia sslagaimans dimaksud
mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan,

pada diktum KESATU

menyelenggarakan, mengawasi
mengkoordinasikan,
dan mengendalikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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2

3
4

5
6
7
8

9

semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal
calon;
menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
menetapka tata cra pelaksanaan pemi[han;
menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan
dan tempat pemungutan suara;
melaksanakan pemungutan suara;
menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil pemilihan;
menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
membuat dan menyampaikal berita acara
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan
Bupati melalui Camat;
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan.

10.

11.
t2.

13.

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:
Bapak Bupati Morowali di Morowali
Bapak Camat
Sdr. Kepala Desa
Seluruh Anggota BPD Desa ........
Pertinggal.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........ Tahun.........

Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA...............

KETUA,

I
2
3
4
5
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LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KAE}UPATEN MOROWALI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA.......
KECAMATAN...........

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA............

NOMOR IBPD/........../20...
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DES4............
KECAMATAN........

TAHUN............

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......

Menimbang

Mengingat

a.

b.

bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor ..... Tahun
2Ol7 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa
Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan
keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa......... Kecamatan tentang
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala
Desa............ Kecamatan.... Tahun............

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
549s);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarlrbahan lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaeaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
20 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor l22ll;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun
2O2O tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 Nomor.................) ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA
DESA...... KECAMATAN........ TAHUN

Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa .....
Kecamatan.... Tahun.... denga susunan keanggotaan
sebagaiamana tercantum dalam l"ampiran Keputusan ini.

panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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l. mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan Kepala
Desa;

2. mengelola ansgaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
3. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa

dan / atau pendukungnya;
4. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

5. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPD;
6. memperingatkan Calon Kepala Desa dan/ atau

pendukungnya yang melanggar tata tertib kampanye
Pemilihan Kepala Desa;

7. memberhentikan Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
8. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat Kampanye

Calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib Kampanye
Pemilihan Kepala Desa

9. menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa;
10. memfasilitas penyelesaian masalah yang terjadi dalam

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia
Pemilihan dengan Calon Kepala Desa; dan

11. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat
diselesaikan kepada Panitia Tingkat Daerah.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........ Tahun.........

KEEMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA...............

KETUA,

Tembusan:
1. Bapak Bupati Morowali di Bungku
2. BapakCamat.
3. Sdr. Kepala Desa
4. Seluruh Anggota BPD Desa ........
5. Pertinggal.

dan
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LampAan
Keputu san Badan Permusyawaratan Desa........ ...
Kecamatan.............
Nomor.....................
Tanggal
Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan............ Tahun.

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA................
KECAMATAN TAHUN.........

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA............

KETUA,

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAI.A BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAE}UPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID. S.H..M.H
Pembina, IV/a

MP. 19820602 200604 t oo5

lYo. lfama .Jabatan Unrur AIamat Ket

1

2
3
4
5

dst
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LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT PENGUMUMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPAIA DESA............
KECAMATAN

TAHUN.................
Alamat : Desa Kecamatan

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN BAXAL CALON KEPALA DESA
Nomor

Disampaikan kepada warga masyarakat Desa.......... Kecamatan......... bahwa
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor.........
Tahun............ tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan membuka kesempatan kepada
seluruh warga masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon
Kepala Desa...........
sebagai berikut :

periode............... s/d dengan ketentuan

1. Waktu pendaftaran mulai tanggal s/d ....... 20... setiap jam keda
di sekretariat Panitia Pemilihan

2. Persyaratan umum :

a.
b.
c.

warga Negara Republik Indonesia;
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik lndonesia dan Bhineka Tunggal lka;
berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau
sederajat;
berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 58
(lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
bersedia dicalonkan menjadi Kepa.la Desa;
terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat;
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
tidak pernah dljatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

d.

e.

f.
6.
h.
i.
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3

paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah
selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur
dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah
dipidana serta bukan sebag+i pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba;
l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

jabatan;
m. memenuhi keleng!<apan persyaratan pencalonan kepala Desa; dan
n. berkelaku kan baik.

Persyaratan Administrasi

Menyampaikan surat permohonan sebagai calon Kepala Desa yang
ditujukan kepada Panitia Pemilihan , ditulis sendiri
menggunakan tinta hitam bermaterai cukup masing-masing
melampirkan:
l. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tjnta hitam diatas

kertas bermaterai;
2. surat pemyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

3. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar
Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas
bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

4. foto copy liazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah
terakhir yang telah dilegafisir oleh instansi yang berwenang atau
surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi
yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazalrrrya
rusak;

5. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah

Sakit Umum Daerah;
7. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
8. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak

pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan
dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

9. membuat daftar riwayat hidup;
10. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat

diatas kertas bermaterai;
1 I . surat keterangan tempat tinggal domisili dari desa;
12. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan karhr keluarga (KK) yang

masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
13. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat)

lembar;
14. surat keterangan dari pemerintah daerah Kabupaten dan surat

pemyataan diatas kertas bermaterai yang cukup bahwa yang
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Lampiran
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa............
Kecamatan.............
Nomor.....................
Tanggal
Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan............Tahun...........

SU SUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA................
KECAMATAN

No. IIama Jabatan Unsur AIamat Ket

I
2
3
4
5

dst

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DES4............

KETUA,

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
I!EB{-ABAGIAN HUKUM
SEKREfARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

.H. M.H
Feobina, IVla

NrP. 19820602 200604 I005

ttd
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1

2
3
4
5
6
7
8
9

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA
PEI.IYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA................ KECAMATAN............... TAHUN........

Pada hai ini ........ tanggal ....... BuLan Tahun Dua Ribu ....... di Desa
.......... Kecamatan ........., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-
masing:

KETUA PANITIA PEMILIHAN;
WAKIL KETUA PEMILIHAN;
SEKRETARIS PEMILIHAN;
BENDAHARA PEMILIHAN;
ANGGOTA;
AGGOTA;
ANGGOTA;
ANGGOTA;
ANGGOTA;

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan
administrasi disertai klarifikasi pada instansi terkait terhadap Bakal Calon
Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa....... Kecamatan ........
Tahun maka Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan
memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan sebagai
berikut:

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujurnya.

1

2
3
4
5
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4

bersangkutan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3
(tigd kafi masa jabatan;

15. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan
selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;

16. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses
pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggungiawab
diatas kertas bermaterai;

17. surat pernyatan tidak akan melakukan pottik uang di atas kertas
bermaterai;

18. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon
Kepala Desa;

19. bagi calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, perangkat
desa, badan permusyawaratan desa, pegawai negeri sipil, wajib
memenuhi persyaratan kelengkapan tambahan sebagaimana
ketentuan yang berlaku.

Hal-hd yang belum jelas dapat dikonfirmasi langsung pada Panitia
Pemilihan di Sekretariat setiap jam kerja/ Hp. Nomor............

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

20..
Panitia Pemilihan Kepala Desa..........

Kecamatan............ Tahun.......

KETUA, Sekretaris

Mengetahui
Kepala BPD Desa...........

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID S.H. M.H
Pembina, IVla

NrP. 19820602 200604 I OO5

ttd

il



Dusun :

TPS :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID S.H. M.H
Pembina, IV/a

NIP. 19820602200604 | OO5

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA......... KECAMATAN........

TAHUN

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

lYo IYIK
I[ama

PemlHh
Tempat
Lahlr

Tanggal
Lahlr Umur LIP Namat Ket

1

2
3
4
5

dst
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LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
PEMILIHAN KEPAI.A DESA......... KECAMATAN

TAHUN................

Dusun :

TPS :

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAI,A BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID s.H. M.H
Pembina, IV/a

NrP. 19820602 200604 t oo5

I[o rII( IYarna
Pemllih

Tempat
Lahlr

Tanggal
Lehlr Umur LIP Alamat Ket

1

2
3
4
5

dst
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Dusun
TPS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID S.H. M.H
Pembina, IVla

NrP. 19820602 200604 1005

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA......... KECAMATAN......,.

TAHUN................

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

ttd

Ilo NIK lfama
Pemlllh

Tempat
Lahlr

Tanggal
Lahlr Umur LIP Alamat K€t

1

2
3
4
5
dst
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA......... KECAMATAN........

TAHUN................

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPA],A BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAE}UPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID S.H. M.H
Pembina, IV/a

NrP. 19820602200604 t oos

No. DUSI,IT
JIIMLAII JT'MLAII

SELI'RIIHITYA xErL P
1

2
3
4
5

dst
.,UUI."AII
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LAMPIRAN Ix
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CAI,,ON

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT CALON

PEMILIHAN KEPALA DESA. KECAMATAN T4HUN........

Pada hai ini ........ tanggal ....... Bulan Tahun Dua Ribu ....... di Desa
.......... Kecamatan ........., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-
masing:

KETUA PANITIA PEMILIHAN;
SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN;
CALON KEPALA DESA;
CAI.ON KEPALA DESA;
CALON KEPALA DESA;
CALON KEPALA DESA;
CALON KEPALA DESA;

Setelah melaksanakan pengundian nomor urut

1

2
3
4
5
6
7

Desa......... Kecamatan Tahun
calon
maka

pemilihan Kepala
kami menyetujui

pengundian nomor urut calon sebagai berikut :

1. Nomor urut I dengan nama calon
2. Nomor urut 2 dengan nama calon
3. Nomor urut 3 dengan nama calon
4. Nomor urut 4 dengan nama calon
5. Nomor urut 5 dengan nama calon

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujurnya.

PARA CAI.ON KEPALA DESA :

I

2

3

4

5

7L



Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia
2

3

4

5

Wakil Ketua

Bendahara

Anggota

6
Anggota

7

8

Anggota

Anggota

9
Anggota

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAL,A BAGIAN HUKUM
SEKRETARI.AT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a

NrP. 19820602 200604 r OOs
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LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT CALON

PEMILIHAN KEPALA DESA................ KECAMAT4N............... TAHUN........

Pada hai ini ........ tanegal ....... Bulan Tahun Dua Ribu ....... di Desa
.......... Kecamatan ........., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-
masing:

KETUA PANITIA PEMILIHAN;
SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN;
CALON KEPALA DESA;
CATON KEPALA DESA;
CAI,ON I(EPALA DESA;
CALON KEPALA DESA;
CALON KEPALA DESA;

Setelah melaksanakan pengundian nomor urut

1

2
3
4
5
6
7

calon
maka

pemilihan Kepala
kami menyetujuiDesa......... Kecamatan Tahun

pengundian nomor urut calon sebagai berikut :

l Nomor urut 1 dengan
2. Nomor urut 2 dengan
3. Nomor urut 3 dengan
4. Nomor urut 4 dengan
5. Nomor urut 5 dengan

nama
nama
narna
nama
nama

calon
calon
calon
calon
calon

1

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA:

2

3

4

5

7L



Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1

Ketua Panitia

2
Sekretaris Panitia

BUPATI I{OROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID S.H. M.H
Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 I OO5
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LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEI-A,NTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGELUARAN ISI KOTAK
SUARA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PEMBUKAAN DAN PENGELUARAN ISI KOTAK SUARA PERSIAPAN

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
T4HUN........

KECAMATAN

Pada hari ini .......... tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
di Desa Kecamatan kami yang bertanda tangan di bawah ini
masrng-maslng:
1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Calon Kepala Desa;
6. Calon Kepala Desa;
7. Calon Kepala Desa;
8. Calon Kepala Desa;

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan terlebih
dahulu Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa melaksanakan pembukaan
dan pengeluaran isi kotak suara.

Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju
menggunakan kotak suara tersebut diatas dalam pemungutan

untuk
suara

Pemilihan Kepala Desa pada Desa
Kabupaten Morowali.

Kecamatan

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujumya.

PARA CAI.ON KEPALA DESA :

1

2

3
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4

5

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1

5

Ketua Panitia

2

3

4

Sekretaris Panitia

Anggota Panitia

Anggota Panitia

Anggota Panitia

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAI.A BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID S.H. M.H
Pembina, IV/a

NrP. 19820602 200604 1005
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LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELq,NTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH
DOKMEN SERTA PERALATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPAI.A DESA

BERITA ACARA
PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN SERTA PERALATAN

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
T4HUN........

KECAMATAN

Pada hari ini .......... tanggal ....... Bulan Tahun Dua Ribu
di Desa Kecamatan ........., kami yang bertanda tangan di bawah ini
masrng-masrng:
1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Calon Kepala Desa;
7. Calon Kepala Desa;
8. Calon Kepala Desa;
9. Calon Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa;

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan terlebih
dahulu Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa melaksanakan
Pengidentifikasi jenis dan Jumlah Dokumen dan Peralatan sebagai berikut :

sebanyak
sebanyak
sebanyak
sebanyak
sebanyak
sebanyak

Dst.

Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setu-fu untuk
menggunakan dokumen dan peralatan tersebut diatas dalam pemungutan

1

2
3
4
5
6
7

suara Pemilihan Kepala Desa pada Desa
Kabupaten Morowali.

Kecamatan

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benamya dan sejujur-
jujurnya.
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PARA CAI,ON KEPAI,A DESA :

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

Anggota Panitia

Anggota Panitia

5
Anggota Panitia

2

3

4

5

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1

2

3

4

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAEIUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID S.H. M.H
Pembina, IV/a

NrP. 19820602 200604 1005
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LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KAEIUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2O2O
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA....

KECAMATAN ...........TAHUN........

Pada hari ini .......... tanggal ....... Bulan Tahun Dua Ribu
di Desa Kecamatan ........., kami yang bertanda tangan di bawah ini
masrng-masrng :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Calon Kepala Desa;
7. Cdon Kepala Desa;
8. Calon Kepala Desa;
9. Calon Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa;

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Pelaksanaan Penghitungan hasil pemungutan surat suara dalam
Pemilihan Kepala Desa di Desa .......... Kecamatan Tahun .........
yang berlangsung pada tanggal bulan Tahun yang
berLangsung pada tanggal bulan Tahun dengan
hasil perolehan 5u4l4 selagai berikut:
a. calon dengan nomor urut 1 atas nama
b. calon dengan nomor urut 2 atas nama
c. calon dengan nomor urut 3 atas nama
d. calon dengan nomor urut 4 atas nama
e. calon dengan nomor urut 5 atas nama

suara
suara
suara
suara
suara

memperoleh.......
memperoleh.......
memperoleh.......
memperoleh.......
memperoleh.......

orang
orang
orang

2. Jumlah pemilih terdaftar
3. Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara
4. Jumlah pemilih yang tidak hadir
5. Jumlah surat suara yag batal

6. Dalam pelaksanaan perhitungan surat suara dimaksud tidak terdapat
hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun 2O2O tentang
Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa.
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2
3
4
5

7. Dalam perhitungan hasil pemungutan surat suara dimaksud dihadiri oleh
saksi-saksi yang ditunjuk dengan surat kuasa oleh para calon Kepala
Desa serta dihadiri oleh Camat dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten,
Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Masarakat Desa .......

8. Kami bersedia ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku
apabila pernyataan dan keterangan dalam Berita Acara ini tidak sesuai
dengan kenyataannya.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujurnya.
PARA CAI.ON KEPALA DESA:

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Tahun

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

Anggota Panitia

Anggota Panitia

Anggota Panitia

BUPATI MOROWALI,

ttd.
TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRET T DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID S.H. M.H
Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

I

2

3

4

5
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